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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah
Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi
Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Provinsi
Kalimantan Timur;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Otonom Provinsi Kalimantan  Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3495);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai
Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP.,
S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan
Tahun 2013-2018;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/
X1/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di
lingkungan Departemen Kesehatan,;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi
Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

13.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang
mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke
dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu RSUD Abdul Wahab Syahranie
Samarinda, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan RSUD Tarakan.

Direktur adalah Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
Wakil Direktur adalah Wakil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di RSUD Dr. Kanujoso
Djatiwibowo Balikpapan.

Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas
melaksanakan pengawasan intern pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
Balikpapan.

Instalasi adalah unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan rumah
sakit.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
kerja perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan atau keterampilan yang kenaikan pangkatnya berdasarkan
penilaian angka kredit.



-4 -
BAB II
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO

Bagian Kesatu
Tugas Pokok

Pasal 2

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan
paripurna, pendidikan dan penelitian.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo mempunyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan
dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah;

pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan
umum dan keuangan;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan
bidang medik dan keperawatan;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian, penunjang dan
pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu;

pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya. '

Pasal 4

Direktur memimpin tugas pokok dan fungsi sebagairhana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 3.

Pasal 5

Direktur, membawahkan :

P TR SO 00 o

Wakil Direktur Umum dan Keuangan;

Wakil Direktur Pelayanan;

Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan;
Kepala Bagian/Bidang;

Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi;

Komite Hukum dan Etik;

Komite Medik;

Komite Farmasi dan Terapi,

Satuan Pengawas Intern (SPI);

Komite Keperawatan,;

Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi/Pasien Safety;



1. Staf Medik Fungsional (SMF)
m. Dewan Pengawas;

n. Instalasi; dan

o. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga :
Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 6

(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian perencanaan program, keuangan, dan administrasi umum.

(2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wakil
Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, keuangan, dan
administrasi umum,;

b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, keuangan, dan administrasi
umum;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian perencanaan program,
penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian urusan keuangan;
penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian administrasi umum; dan

"o a0

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
a. Bagian Perencanaan Program,
b. Bagian Keuangan; dan
c. Bagian Administrasi Umum.

(2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 9

(1) Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan program, monitoring,
evaluasi dan pelaporan.

(2) Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil
Direktur Umum dan Keuangan.
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Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi :

a.

b
c.
d

(1)

(2)

(1)

(2)

penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program;

. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian penyusunan program;

. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian evaluasi dan pelaporan;

dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.

Pasal 11

Bagian Perencanaan Program, membawahkan :
a. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan
Program.

Pasal 12

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan

pelaporan.
Pasal 13

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi.

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.

b
c.
d

penyiapan bahan perumusan kebijakan keuangan;

. penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian perbendaharaan;

. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian akuntansi dan verifikasi,

dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Pasal 15

Bagian Keuangan, membawahkan :
a. Sub Bagian Perbendaharaan,;

b. Sub Bagian Akuntansi; dan

c. Sub Bagian Verifikasi.

Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing

dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
Pasal 16

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan

pengumpulan bahan perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan

anggaran.

Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan
pengumpulan bahan akuntansi pendapatan dan pengeluaran.

Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan
pengumpulan bahan verifikasi pendapatan dan pengeluaran.
Pasal 17

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi urusan umum dan kepegawaian.

Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Bagian administrasi Umum mempunyai fungsi :

a.

b
c.
d

(1)

penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan administrasi umum;

. penyiapan bahan koordinasi urusan umum dan kepegawaian;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian urusan umum,;

. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian urusan kepegawaian;

dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Pasal 19

Bagian Administrasi Umum, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
b. Sub Bagian Kepegawaian.



(1)

(2)

(1)

(2)
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Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Umum.

Pasal 20

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum, ketatalaksanaan,
perlengkapan dan pemeliharaan, hukum, kehumasan, pemasaran dan
kemitraan.

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Bagian Keempat
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 21

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengawasan,
pengendalian pelayanan medik dan keperawatan serta penyelenggaraan
instalasi;

Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

a.

b.

penyiapan bahan koordinasi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan medis;

penyiapan bahan koordinasi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan keperawatan;

penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan instalasi;

penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan rekam medik dan kemitraan;

penyelenggaran kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;

f. pembinaan dan pengembangan tenaga medis dan tenaga keperawatan; dan

(1)

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan
fungsinya.

Pasal 23

Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
a. Bidang Pelayanan Medik;

b. Bidang Keperawatan; dan

¢. Bidang Rekam Medik dan Kemitraan.



(2)

(1)

(2)

(3)
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Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin
oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 24

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
bahan koordinasi pembinaan dan bimbingan serta pengumpulan bahan
pengelolaan dan kebutuhan pelayanan medik rawat jalan dan pelayanan medik
rawat inap.

Bidang Pelayanan Medik mengkoordinasikan Instalasi Rawat Jalan, Instalasi
Rawat Inap, Instalasi Rawat Darurat, Instalasi perawatan Intensif, Instalasi
Bedah Sentral, dan Instalasi Anestesi.

Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

a.

b.

(1)

(2)

(1)

penyiapan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan pelayanan
medis rawat jalan;

penyiapan pengumpulan bahan, pengurusan dan pengelolaan kegiatan
kebutuhan pelayanan medik rawat inap;

penyiapaan bahan bimbingan pengelolaan kegiatan penyuluhan kesehatan
masyarakat rumah sakit;

penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan peningkatan mutu pelayanan
medik; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan
fungsinya.

Pasal 26

Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; dan
b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Pasal 27

Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan dan
pemantauan pelayanan medis rawat jalan.



(2)

(1)

(2)
(3)

-10 -
Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan dan
pemantauan pelayanan medik rawat inap.

Pasal 28

Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian
pelayanan keperawatan rawat jalan dan keperawatan rawat inap.
Bidang Keperawatan melaksanakan koordinasi instalasi sterilisasi dan loundry.
Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

(1)

(2)

()

penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang keperawatan;

penyiapan bahan koordinasi bidang keperawatan rawat inap dan rawat jalan;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian keperawatan rawat

jalan; |

genyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian keperawatan rawat inap;
an

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

Pasal 30

Bidang Keperawatan, membawahkan :
a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan; dan
b. Seksi Keperawatan Rawat Inap.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 31

Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan pemantauan
keperawatan rawat jalan.

Seksi Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan pemantauan
keperawatan rawat inap.



(1)

(2)
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Pasal 32

Bidang Rekam Medik dan Kemitraan mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan

dan pengendalian pelayanan rekam medik dan kemitraan.

Bidang Rekam Medik dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
Bidang Rekam Medik dan Kemitraan mempunyai fungsi :

a.
b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang rekam medik dan kemitraan;
penyiapan bahan koordinasi bidang rekam medik dan kemitraan;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian rekam medik;
penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian kemitraan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan

1)

(2)

(1)

(2)

(1)

fungsinya.
Pasal 34

‘Bidang Rekam Medik dan Kemitraan, membawahkan :
a. Seksi Rekam Medik; dan
b. Seksi Kemitraan.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rekam Medik dan Kemitraan.

Pasal 35

Seksi Rekam Medik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan dokumen dan informasi pelayanan rumah sakit.

Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan kemitraan asuransi/kerjasama, kemitraan pelayanan dan kemitraan
penunjang rumah sakit.

Bagian Kelima
Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan

Pasal 36

Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian penunjang medik dan non medik,
pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan mutu serta
penyelenggaraan instalasi.



(2)
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Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a.

b.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan kegiatan
pengembangan sumber daya manusia;

penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian pendidikan dan
pelatihan, penelitian dan peningkatan mutu dan layanan rumah sakit;

penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan
pelayanan penunjang non medik;

penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan
pelayanan instalasi; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan
fungsinya.

Pasal 38

Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan, membawahkan :
a. Bidang Penunjang; dan
b. Bidang Pengembangan dan Mutu.

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan
Pengembangan.

Pasal 39

Bidang Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian
pelayanan penunjang medik dan non medik.

Bidang Penunjang melaksanakan koordinasi instalasi radiologi, instalasi
farmasi, instalasi patologi klinik, instalasi patologi anatomi, instalasi gizi,
instalasi rehabilitasi medik, instalasi kedokteran kehakiman, instalasi
pengolahan data elektronik, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit
(IPSRS), instalasi kesehatan lingkungan dan limbah, instalasi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, dan Instalasi Bank Darah.

Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

a.
b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penunjang;
penyiapan bahan koordinasi bidang penunjang medik dan non medik;



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian penunjang medik;
penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian penunjang non
medik; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

Pasal 41

Bidang Penunjang, membawahkan :
a. Seksi Penunjang Medik; dan
b. Seksi Penunjang Non Medik.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

Pasal 42

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemantauan
penunjang medik.

Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemantauan
penunjang non medik.

Pasal 43

Bidang Pengembangan dan Mutu mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pembinaan pengembangan
sumber daya manusia dan peningkatan mutu.

Bidang Pengembangan dan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan. ‘

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
Bidang Pengembangan dan Mutu mempunyai fungsi :

a.
b.
c.

penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan dan mutu;
penyiapan bahan koordinasi bidang pengembangan mutu;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian pengembangan
sumber daya manusia;

penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian peningkatan mutu;
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
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Pasal 45

Bidang Pengembangan dan Mutu, membawahkan :
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
b. Seksi Peningkatan Mutu.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Mutu.

Pasal 46

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia dan standar
kompetensi sumber daya manusia.

Seksi Peningkatan Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian peningkatan mutu
pelayanan sumber daya manusia internal (SPM, SP, dan lain-lain) dan
eksternal (akreditasi dan ISO).

Bagian Keenam
Komite Hukum dan Etik
Pasal 47

Komite Hukum dan Etik adalah kelompok tenaga fungsional yang
keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.

Komite Hukum dan Etik diangkat dan ditetapkan oleh Direktur.

Komite Hukum dan Etik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur.

Komite Hukum dan Etik mempunyai tugas membantu Direktur dalam

menangani masalah etika dan hukum tenaga fungsional serta pembinaan etika
profesi.

Bagian Ketujuh
Komite Medik
Pasal 48

Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari
anggota staf medis fungsional.

Komite Medik diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
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Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar
pelayanan, memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan profesi anggota
staf medik fungsional dan pengembangan profesi pelayanan medik.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia yang
anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara
ex-officio.

Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik yang dibentuk
untuk mengatasi masalah khusus.

Penetapan panitia diangkat dan diberhentikan Direktur.
Bagian Kedelapan
Komite Farmasi dan Terapi
Pasal 49
Komite Farmasi dan Terapi adalah kelompok tenaga apoteker, medis, dan
keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf fungsional,
Komite Farmasi dan Terapi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;

Komite Farmasi dan Terapi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur;

Komite Farmasi dan Terapi mempunyai tugas membantu Direktur dalam
menyusun standar pelayanan formularium rumah sakit, kebijakan pengelolaan
obat dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaannya dalam pengembangan
pelayanan obat;

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Farmasi dan Terapi dapat dibantu oleh
Panitia yang anggotanya terdiri dari medis, apoteker dan fungisonal profesi
lainnya secara ex-officio;

Panitia adalah kelompok kerja khusus dalam Komite Farmasi dan Terapi yang
dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;

Penetapan Panitia diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
Bagian Kesembilan
Komite Keperawatan
Pasal 50

Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang
keanggotaannya dipilih dari anggota staf keperawatan fungsional.

Komite Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Komite Keperawatan berada di bawah dan berfanggung jawab kepada Direktur.
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Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun
standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan
etika, mengatur kewenangan profesi anggota staf keperawatan fungsional dan
pengembangan profesi pelayanan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan dapat dibantu oleh
panitia yang anggotanya terdiri dari staf keperawatan fungsional dan tenaga
profesi lainnya secara ex-officio.

Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Keperawatan yang
dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.

Penetapan panitia diangkat dan diberhentikan Direktur.

Bagian Kesepuluh
Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi/Pasien Safety

Pasal 51

Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi/Pasien Safety adalah kelompok
tenaga medis, keperawatan dan fungsional lain yang keanggotaannya dipilih
dari anggota staf fungsional.

Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi/Pasien Safety diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur.

Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi/Pasien Safety berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur.

Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi/Pasien Safety mempunyai tugas
membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, memantau
pelaksanaannya, dan mengevaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pengendalian Pencegahan
Infeksi/Pasien Safety dapat dibantu oleh staf medis keperawatan fungsional
dan fungsional lain yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf fungsional.

Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Pengendalian
Pencegahan Infeksi/Pasien Safety yang dibentuk untuk mengatasi masalah
khusus.

Penetapan panitia diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Kesebelas
Staf Medis Fungsional
(SMF)

Pasal 52

Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter g1g1 yang bekerja di
instalasi dalam jabatan fungsional.

Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan,
pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan,
penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian.






